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ABSTRAK
Yory Pagewang (E21111 002), , xv+ 81 halaman+ 8 tabel + 1 gambar+ 23
daftar pustaka + 5 lampiran (1986-2014) dibimbingkan oleh Gita Susanti,
M.Si, Ali Fauzy Eli M.Si.
Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen
retribusi pelayanan persampahan di Kota Makassar, yang terdiri dari
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang
dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian deskriptif. Jenis data terdiri dari data primer
yang diperoleh melalui observasi langsung dilapangan, sedangkan data
sekunder bersumber dari dokumen laporan, peraturan-peraturan yang berkaitan
dengan masalah yang akan diteliti, tulisan serta hasil penelitian mengenai
manajemen retribusi persampahan dengan analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen retribusi persampahan di
Kota Makassar dilihat pada perencanaan pihak Dinas tidak memiliki dasar
penentuan target yang valid, dari segi pendataan retribusi pihak Dinas tidak
melakukan pendataan langsung kelapangan, dan dari segi sosialisasi pihak
Dinas belum melakukan sosialisasi yang merata sehingga banyak warga yang
belum mengetahui tentang adanya Perda retribusi sampah. Pengorganisasian
jumlah kolektor yang bertugas untuk memungut retribusi masih kurang dimana
untuk 14 Kecamatan hanya 26 yang bertugas. Pelaksanaan pihak Dinas belum
pernah melakukan pemberian reward kepada kolektor yang melakukan
penagihan retribusi. Adanya kolektor yang melakukan pelanggaran tentang
besaran tarif di lapangan  dan hanya menagih di jalan poros saja. Dan dari segi
Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas sudah baik namun perlu
ditingkatkan lagi.
Kata kunci: Manajemen,Retribusi Persampahan
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ABSTRACT
YORY PAGEWANG (E21111 002), , xv+ 81 pages+ 8 table + 1 picture+ 23
library + 5 attachment (1986-2014) Supervised by Gita Susanti, M.Si and
Ali Fauzy Eli M.Si.
The purpose of this research is to know how is retribution management of waste
service in Makassar City which consists of planning, organizing, implementation
and supervision that doing by the Parks and Cleanliness Department in
Makassar City. This research is using descriptive research method, and the kind
of data consists of primary data that obtained through direct observation infield,
while in secondary data sourced from documents reports, the regulations
related to the issues will be reviewed, writing and the result of research on
waste management retribution by qualitative analysis.
The results showed that the waste management levy in Makassar seen in
planning the Department does not have a valid basis for determining targets, in
terms of data collection levy the Department does not collect data directly
spaciousness, and in terms of the socialization of the Department not to
disseminate uniform so many citizens who do not know about the existence of
waste retribution Regulation. Organizing the number of collectors whose job is
to collect fees still less where only 26 to 14 subdistricts in charge.
Implementation of the Department has never made the reward to collectors who
collect the levy. The existence of a collector who committed violations of the
tariffs in the field and only charge on the road axis only. And in terms of
supervision carried out by the Department have been good but needs to be
increased again.
Keyword : Management, Waste retribution.
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Selain pajak, retribusi merupakan sumber penerimaan Negara yang
signifikan. Berbeda dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan
kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima
imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya. Hal tersebut memang
disengaja sebab pembayaran tersebut oleh si pembayar ditujukan semata-mata
untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya
pembayaran uang sekolah / kuliah, pembayaran abonemen air minum,
pembayaran listrik, pembayaran gas, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dapat
didefenisikan bahwa retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh
pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan
retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan
retribusi daerah berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber
penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di daerah. Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah
dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk
pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan
2dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Undang-undang ini menjadi dasar hukum pemungutan
pajak dan retribusi daerah dewasa ini yang memberikan kewenangan kepada
daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak atau retribusi
pada daerahnya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah
yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan salah satunya
diperoleh dari penerimaan retribusi daerah. Hasil retribusi daerah perlu
diusahakan agar menjadi pemasukan yang potensial terhadap PAD. Dari
penerimaan sektor retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber
pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga
akan meningkatkan dan memeratakan perekonomian serta kesejahteraan
masyarakat di daerahnya. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan salah
satunya dengan meningkatkan sumber daya dan sarana yang terbatas serta
meningkatkan pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada,
serta terus mengupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang
potensinya memungkinkan, sehingga dapat di pungut pajak atau retribusinya
sesuai ketentuan yang ada.
Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian
izin khusus yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada
pribadi / badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah
dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan
dan memeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.
3Beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah menjadi
potensial sebagai sumber keuangan daerah dari pada sumber-sumber lainnya,
antara lain:
1. Retribusi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam
hal membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga
pembayarannya dapat dilakukan berulang kali.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang
telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama
pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan
pemerintah pusat.
3. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi
masyarakat disuatu daerah.
Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai
pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar, pemerintah telah melaksanakan
berbagai bentuk retribusi daerah, salah satu bentuk retribusi daerah tersebut
adalah mengenai retribusi persampahan yang di atur dalam Peraturan Daerah
Kota Makassar No 11 Tahun 2011. Dengan adanya berbagai macam retribusi,
maka jelaslah bahwa retribusi pelayanan persampahan merupakan salah satu
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar yang potensial diantara sekian banyak
retribusi yang ada.
Banyaknya jumlah penduduk di Kota Makassar menimbulkan berbagai
masalah di tengah masyarakat. Salah satunya adalah masalah persampahan
yang terdiri dari berbagai jenis seperti sampah kering dan sampah basah.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa potensi sampah di Kota Makassar cukup
4besar seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Maka dari
itu pemerintah melakukan suatu kebijakan dalam hal ini pemungutan retribusi
persampahan yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota
Makassar. Retribusi itu sendiri dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat
Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pemungutan retribusi ini cukup efektif dalam meningkatkan kebersihan
lingkungan dan menunjang Pendapatan Daerah.
Yang menjadi indikasi masalah penelitian dalam retribusi sampah ini
yaitu, masih banyak masyarakat khususnya di Kecamatan Tamalanrea yang
tidak mengetahui tentang peraturan daerah retribusi persampahan sehingga
pelaksanaannya tidak efektif, serta masyarakat merasa pelayanan yang
dilakukan oleh pihak yang bertugas tidak memuaskan sehingga kemauan untuk
membayar tidak ada. Dengan adanya masalah tersebut tentu membawa
pengaruh terhadap peningkatan retribusi persampahan Kota Makassar. Oleh
sebab itu, pemerintah perlu memikirkan hal ini secara serius serta berusaha
melakukan upaya pengoptimalan peningkatan penerimaan retribusi
persampahan, sehingga dapat memberi kontribusi yang maksimal dalam
meningkatkan retribusi daerah secara khusus dan Pendapatan Asli Daerah
secara umum.
Data awal pada Tabel 1 (halaman 5) membahas tentang penerimaan
retribusi persampahan sejak Tahun 2011 sampai 2013 yang tidak menunjukkan
adanya peningkatan, atau dengan kata lain target belum tercapai secara
maksimal.
5TabelI.1
Realisasi Penerimaan Retribusi Persampahan / Kebersihan Dinas
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
Tahun Target Jumlah RealisasiPenerimaan
Presentase
Tercapai
2011 5.596.163.000 3.705.187.560 66,21%
2012 5.596.163.000 3.804.416.400 67,98%
2013 5.820.203.000 3.617.318.000 62,15%
Sumber: Dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar, Tahun 2011-2013.
Inilah yang menjadi permasalahan dalam penerimaaan retribusi
persampahan, karena jelas kita lihat pada tabel di atas bahwa sejak tahun 2011
sampai tahun 2013, tidak pernah terjadi peningkatan realisasi dari target yang
ditentukan. Hal ini pula dikarenakan warga telah memiliki lahan sendiri untuk
membuang sampah. Berikut, jumlah pekerja atau tenaga operasional sampah
saat ini masih kurang, sehingga tidak seimbang dengan pekerjaan yang harus
mereka selesaikan dimana dalam satu mobil angkutan sampah itu dibutuhkan
tiga sampai empat orang sedangkan yang ada sekarang hanya dua orang. Oleh
karena itu, butuh waktu lebih untuk mengangkut sampah setiap hari. Tidak hanya
itu jumlah pekerja tidak seimbang dengan beban pekerjaan yang harus
diselesaikan setiap hari yaitu melayani pengangkutan sampah dengan jangkauan
wilayah Kota Makassar yang begitu luas dengan jutaan penduduk.
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu
sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain adalah retribusi persampahan.
Dengan demikian perlu adanya perhatian dari semua pihak baik unsur
pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi
bagaimana melakukan pengelolaan retribusi persampahan yang ada sehingga
6betul-betul dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli
Daerah. Sebagaimana pengelolaan retribusi persampahan tidak terlepas dari
fungsi manajemen, maka perlu ditunjang dengan manajemen secara optimal,
karena manajemen dibutuhkan oleh organisasi dalam mencapai tujuan.
Melalui beberapa uraian latar belakang yang dijelaskan sebelumnya,
maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang: “ MANAJEMEN
PELAYANAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR: STUDI
KASUS PELAYANAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KECAMATAN
TAMALANREA.”
I.2 Rumusan masalah
Berdasarkan indikasi-indikasi yang diuraikan sebelumnya, maka yang
menjadi rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana perencanaan retribusi pelayanan persampahan di Kota
Makasssar ?
2. Bagaimana pengorganisasian retribusi pelayanan persampahan di
Kota Makassar ?
3. Bagaimana pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan di Kota
Makassar ?
4. Bagaimana pengawasan retribusi pelayanan persampahan di Kota
Makassar ?
I.3 Tujuan penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengungkap perencanaan retribusi pelayanan persampahan di
Kota Makassar.
2. Untuk mengungkap pengorganisasian retribusi pelayanan
persampahan di Kota Makassar.
73. Untuk mengungkap pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan di
Kota Makassar.
4. Untuk mengungkap pengawasan retribusi pelayanan persampahan di
Kota Makassar.
I.4 Manfaat penelitian
Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi
manfaat sebagai berikut:
1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan
suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi
sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang
mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya
menyangkut masalah penerimaan retribusi daerah.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu
dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah Kota Makassar
dalam melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
diberbagai bidang, khususnya pada hal manajemen retribusi
persampahan di Kota Makassar.
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TINJAUAN PUSTAKA
II. 1 Konsep Manajemen
Istilah manajemen secara etimologis, diantaranya istilah manajemen
berasal dari bahasa Latin manus yang berarti “tangan” (Online Etymology),
dalam bahasa Italia maneggiare berarti “mengendalikan”, kemudian bahasa
Perancis management yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur” (Oxford
English Dictionary), sedangkan dalam bahasa Inggris istilah manajemen berasal
dari kata to manage yang berarti mengatur. Pengaturan yang dilakukan melalui
proses aktivitas dan diatur berdasarkan urutan dan fungsinya dinamakan
Manajemen. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan
keinginan yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi baik
organisasi bisnis, organisasi sosial, organisasi pemerintah dan sebagainya.
Malayu SP.Hasibuan (dalam Usman Effendi 2001:4) mengemukakan
pengertian manajemen yaitu:
“Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan
sumber-sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu
tujuan tertentu.”
George.R.Terry (dalam Soewarno Handayaningrat 1981:20)
mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang membeda-
bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan
dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya.
9Luther Gulick (dalam T. Hani Handoko 1986:11) mendefenisikan
manajemen bahwa:
“suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara
sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja
bersama untuk mencapai tujuan dan membuat system kerjasama ini lebih
bermanfaat bagi kemanusiaan.”
Sementara menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnel dalam buku
Principles of Management “management is getting things done through people.
In bringing about thiscoordinating of group activity, the manager, as a manager
plans, organizes, staffs, direct and control the activities other people” yang dapat
diterjemahkan bahwa manajemen adalah usaha mencapai tujuan tertentu melalui
kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atau
sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,
penempatan, pengarahan, dan pengendalian.
Lewis dkk.(2004:5) mendefinisikan manajemen sebagai: “the process of
administering and coordinating resources effectively and efficiently in an effort to
achieve the goals of the organization”. Pendapat tersebut kurang lebih
mempunyai arti bahwa manajemen merupakan proses mengelola dan
mengkoordinasi sumber daya-sumber daya secara efektif dan efisien sebagai
usaha untuk mencapai tujuan organisasi.
Dari beberapa pendapat tentang manajemen sebelumnya, terdapat
beberapa bagian manajemen yang meliputi :
1. Unsur sifat, yaitu :
a. Manajemen sebagai suatu seni
b. Manajemen sebagai suatu ilmu
2. Unsur fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan
pengendalian / pengawasan
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3. Unsur sasaran, yaitu :
a. Pegawai, yaitu orang yang telah menjadi unsur integral dari
organisasi
b. Mekanisme kerja, yaitu cara atau tahapan yang dilakukan
organisasi dalam usaha pencapaian tujuan
4. Unsur tujuan, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai dalam organisasi.
Adapun manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa
manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.
Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen:
1) Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai
tujuan organisasi dan pribadi.
2) Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling
bertentangan.
3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat
diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu yang umum
adalah efisiensi dan efektivitas.
Selanjutnya Fayol dalam Maringan Masry S (2003:34) mengemukakan
14 prinsip-prinsip  manajemen yaitu:
1) Pembagian kerja




6) Dikalahkannya kepentingan individu terhadap kepentingan umum










Fungsi manajemen yang dikemukakan George R. Terry dalam bukunya
Principles of Management yang meliputi perencanaan (planning),
pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan
(controlling) yang disingkat menjadi POAC.
1. Perencanaan (Planning)
Perencanaan merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organsasi dan
diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang ditentukan
sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu
memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya. Biasanya tindakan manajer
itu berdasarkan atas metode, rencana atau logika tertentu, bukan suatu firasat.
Widjojo Nitisastro dalam Bintoro (1985:14) bahwa perencanaan pada
dasarnya berkisar pada dua hal yaitu:
a. Penentuan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak
dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki
oleh masyarakat yang bersangkutan.
b. Pilihan diantara alternatif yang dianggap efektif dan efisien serta
rasional guna mencapai tujuan tersebut.
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G.R Terry dalam Malayu S.P. Hasibuan (2014:92) mengemukakan
bahwa :
“Perencanaan (planning) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan
membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan
dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang
diperukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.”
Proses perencanaan dapat ditinjau dari dua segi, dengan perkataan lain
bahwa fungsi perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik melalui dua cara.
Cara-cara tersebut yaitu pertama, mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri suatu
rencana yang baik. Setelah ciri-ciri itu diketahui lalu diusahakan agar rencana
yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. Kedua, memandang proses
perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan
memuaskan.
Dalam membuat perencanaan, yang pertama yang harus dijawab oleh
perencana yaitu what, why, where, when, who, and how. Pertanyaan ini harus
dijawab secara ilmiah, artinya atas hasil analisis data, informasi, dan fakta,
supaya rencana yang dibuat relatif baik pelaksanaannya mudah dan tujuan yang
diinginkan akan tercapai.
1. What
Apa yang akan dicapai, tindakan apa yang harus dikerjakan untuk
mencapai sasaran, sarana, dan prasarana apa yang diperlukan harus
ada penjelasan dan rinciannya. Faktor produksi apa yang diperlukan




Mengapa itu menjadi sasaran, mengapa ia harus dilakukan dengan
memberikan penjelasan, mengapa ia harus dikerjakan dan mengapa
tujuan itu harus dicapai.
3. Where
Dimana ia akan dilakukan, perlu dijelaskan dan diberikan alasan-
alasannya berdasarkan pertimbangan ekonomis, dimana tempat
setiap kegiatan harus dikerjakan, dengan demikian tersedia semua
fasilitas yang diperlukan untuk mengerjakannya.
4. When
Kapan rencana akan dilakukan, jadi penentuan waktu dimulainya
rencana. Penjelasan waktu dimulainya pekerjaan baik untuk tiap-tiap
bagian maupun untuk seluruh pekerjaan harus ditetapkan standar
waktu untuk memilih pekerjaan-pekerjaan itu, alasan untuk memilih
waktu itu harus diberikan sejelas-jelasnya.
5. Who
Siapa yang akan melakukannya, jadi pemilihan dan penempatan
karyawan, menetapkan persyaratan dan jumlah karyawan yang akan
melakukan pekerjaan, luasnya wewenang dari masing-masing pekerja.
6. How
Bagaimana mengerjakannya, perlu diberi penjelasan mengenai
teknik-teknik pengerjaannya.
2. Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya
manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah
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ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Pengorganisasian berarti bahwa
manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan
yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar.
Pengorganisasian menurut S.P Hasibuan dalam bukunya (2014:40)
adalah :
“Suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-
macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan
orang-orang pada seluruh aktifitas ini, menyediakan alat-alat yang
diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif didelegasikan kepada
setiap individu yang akan melakukan aktifitas-aktifitas tersebut.”
sedangkan Pengorganisasian menurut George R.Terry dalam Malayu
S.P.Hasibuan (2014:40) yaitu;
“Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif
antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien
dan efektif dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal
melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu
guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.”
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
pengorganisasian adalah suatu proses kegiatan dan pembagian pekerjaan yang
akan dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu dengan maksud memperoleh
kepuasan orang-orang bekerjasama secara efektif dan efisien.
3. Pelaksanaan (Actuating)
Pelaksanaan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris Actuating,
dimana kata ini berasal  dari actuare bahasa Latin. Istilah actuating secara
harfiah dapat diartikan sebagai suatu tindakan membuat orang-orang bergerak
untuk melakukan aktifivas-aktifitvas. Actuating ini merupakan fungsi yang
penting,karena pelaksanaan fungsi ini berhubungan dengan manusia sebagai
objek langsungnya. Actuating adalah tindakan-tindakan menyebabkan suatu
organisasi menjadi berjalan. Dengan demikian pergerakan menghendaki
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kemampuan menggerakkan tenaga, membangkitkan antusiasme ke arah tujuan
yang ingin dicapai.
Selain itu menurut G.R. Terry actuating adalah :
“Sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok
suka berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan
perencanaan managerial dan usaha-usaha organisasi.”
Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara RI (1985:46)
menegaskan pengertian actuating adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap
anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah
direncanakan, sebagaimana yang ingin dicapai oleh pemimpin.
Westra, dkk mengemukakan bahwa actuating adalah usaha yang
dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah
dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang
diperlukan siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, dan
kapan waktu dimulainya.
Dari beberapa defenisi sebelumnya terlihat bahwa tercapai atau tidaknya
tujuan tergantung kepada penggerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok
manajemen.
4. Pengawasan (Controlling)
Fungsi pengawasan adalah fungsi terakhir dari proses manajemen.
Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses
manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan
berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, dan kedua fungsi ini merupakan hal
yang saling mengisi karena,
1) Pengawasan harus lebih dahulu direncanakan.
2) Pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana,
16
3) Pelaksanaan rencana akan baik jika pengawasan dilakukan dengan
baik.
4) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak, setelah
Pengawasan atau penilaian dilakukan.
Pengertian Pengawasan menurut Haroold Koontz dalam Malayu S.P
Hasibuan (2014:242)  adalah ;
“Pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar
rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan
perusahaan dapat terselenggara.”
Sedangkan menurut G.R. Terry dalam Malayu S.P Hasibuan (
2014:242) pengawasan dapat didefinisikan sebagai :
“Proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus
dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu
melalukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan
rencana yaitu selaras dengan standar.”
Dari beberapa defenisi di atas dapat dlihat bahwa pengawasan yaitu
proses penentuan apa yang harus di selesaikan yaitu pelaksanaan, penilaian
pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar supaya
pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar.
Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan
salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat
terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan
yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan
ekstern (external control). Di samping mendorong adanya pengawasan
masyarakat (socialcontrol).
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Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya
penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat
dilakukan adalah:
1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.
II. 2 Dasar Hukum Pajak dan Retribusi Daerah
Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia
harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran
pengenaan dan pemungutan. Hal ini yang menjadi dasar hukum pemungutan
pajak daerah di Indonesia adalah sebagaimana di bawah ini:
1. UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,
yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal
diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.
2. UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU Nomor 18 Tahun
1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang diundangkan di
Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diumdangkan, yaitu 20
Desember 2000.
3. PP Nomor 19 Tahun 1997 tentang pajak daerah, yang diundangkan di
Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 juli
1997.
4. PP Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi daerah, yang
diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
yaitu 4 juli 1997.
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5. PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, yang diundangkan di
Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13
September 2001.
6. PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, yang
diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
yaitu 13 September 2001.
7. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan
Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah
kabupaten / kota di bidang pajak daerah.
8. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan
Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah
kabupaten / kota di bidang retribusi daerah.
1) Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2009
Setelah diberlakukan kurang lebih 12 tahun sebagai ketentuan hukum
pajak formal dan material dalam proses pengenaan dan pemungutan-
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia, pemerintah
bersama DPR memandang perlu melakukan penggantian Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Penggantian tersebut
dilakukan oleh pemerintah dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) pada tanggal 15 September 2009 dan mulai
berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.
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Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 lahir dengan pertimbangan
bahwa UU Nomor 18 Tahun 1997 tantang pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 perlu disesuaikan
dengan kebijakan otonomi daerah. Hal ini berkaitan dengan berlakunya UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan atas UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan
kedua  atas UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana penyelenggaraan pemerintah
daerah berlaku dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam
kesatuan system penyelenggaraan pemerintah Negara.
Hal-hal yang menjadi latar belakang dilaksanakannya reformasi dalam
UU pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat pada penjelasan UU Nomor
28 Tahun 2009. Dalam bagian umum penjelasan tersebut dinyatakan bahwa
dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut
mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggara
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
2) Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Persampahan
Kota Makassar
Menurut Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang
retribusi pelayanan persampahan pasal 3 ayat (1) yang dimaksud dengan
retribusi pelayanan persampahan adalah pelayanan persampahan / kebersihan
yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang meliputi:
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a. Pengambilan / pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi
pembuangan sementara
b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan / atau lokasi pembuangan
sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah, dan
c. Penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah.
Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 11 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Makassar pasal 4 menyatakan bahwa
subjek retribusi pelayanan persampahan / kebersihan adalah orang pribadi atau
badan yang memperoleh / menikmati pelayanan persampahan / kebersihan.
Menurut Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pemungutan yaitu:
1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dikumen lain
yang dipersamakan.
3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2)
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
4. Pengawasan terhadap penggunaan berupa karcis,kupon dan kartu
langganan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh pejabat
yang ditunjuk untuk itu.
5. Tata cara pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.
3) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keterbatasan dana di daerah menjadi masalah yang sangat krusial yang
di perkirakan dapat menghilangkan makna otonomi daerah. Beberapa daerah
mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya.
Mengatasi kekurangan dana tersebut beberapa daerah telah mengeluarkan
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berbagai Peraturan Daerah (PERDA) sebagai dasar untuk mengenakan
pungutan berupa pajak dan retribusi dalam meningkatkan PAD. Kemampuan
daerah untuk melaksanakan otonomi di tentukan oleh berbagai variabel, yaitu
variabel pokok yang terdiri dari kemampuan keuangan, organisasi dan
masyarakat, variabel penunjang yang terdiri dari faktor geografi dan sosial
budaya serta variabel khusus yang terdiri atas aspek politik dan hukum.
Menurut UU RI NO. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Daerah menyatakan tentang pengertian Pendapatan Asli
Daerah, yaitu:
“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber
dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,
yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam
menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai
perwujudan asas desentralisasi.”
Sedangkan menurut Indra Bastian (2002:83) mengemukakan bahwa:
“Pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber
ekonomi asli daerah.”
Pendapatan daerah juga merupakan pendapatan yang diperoleh oleh
pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah.
Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima
oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada
daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh
pendapatan daerah.
Menurut Suriadinata (1994:103) bahwa untuk memperoleh target
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dipertanggungjawabkan,
penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor.
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Faktor-faktor tersebut adalah:
1. Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu
dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan
tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya.
2. Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang di
perkirakan dapat di tagih.
3. Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan.
4. Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan
penyempurnaan sistem pungutan.
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku
wajib bayar.
6. Kebijakan di bidang ekonomi dan moneter.
4) Sumber-Sumber Pendapatan  Asli Daerah
Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu :
1) Hasil Pajak Daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang tidak dapat
dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan





e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
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g. Pajak Parkir
2) Hasil Retribusi Daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung dan
tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri dari :
a. Retribusi Jasa Umum
b. Retribusi Jasa Usaha
c. Retribusi Perijinan Tertentu
3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah
lainnya yang dipisahkan, antara lain:
a. Bagian laba
b. Deviden
c. Penjualan saham milik daerah
4) Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah, seperti penjualan asset
tetap daerah dan jasa giro.
II.3 Retribusi Daerah
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu sumber
penerimaan daerah lainnya berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
adalah Retribusi Daerah. Erly Suandy dalam bukunya “Hukum Pajak”
(2011:3) retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan
dengan pengunaan jasa-jasa yang disediakan oleh Negara. Sedangkan Marihot
Pahala Siahaan dalam bukunya “Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah”(2010:5) juga mendefenisikan retribusi adalah pembayaran wajib dari
penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh
Negara bagi penduduknya secara perorangan. Selanjutnya ia mendefinisikan
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retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ( Marihot
Pahala Siahaan, 2010:6).
Beberapa istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut UU No.
28 Tahun 2009, antara lain :
1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh pemerintaha daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan;
2. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
3. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
4. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
5. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan
ruang, pengguanaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana,
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atau fasiliatas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.
Adapun disebutkan ciri-ciri pokok Retribusi Daerah sebagai berikut:
a. Retribusi di pungut oleh Daerah;
b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah
yang langsung dapat ditunjuk;
c. Retribusi dikenakkan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau
mengenyam jasa yang disediakan Daerah.
Dari gambaran singkat mengenai teori retribusi sebelumnya, yang
menjadi poin penting adalah pemenuhan syarat-syarat ini harus diikuti dengan
manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh wajib retribusi yang telah
membayar retribusi. Objek retribusi daerah hendaknya menjadi perhatian
pemerintah daerah dan bukan hanya layanan yang seadanya. Perbaikan dan
penambahan fasilitas yang dapat digunakan oleh wajib retribusi juga harus
dilakukan sebagai imbalan terhadap retribusi yang telah dibayar. Retribusi
diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan
kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan
pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk
menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi
kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau koorporasi
dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas
daerah. Daerah kabupaten / kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber
keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan,
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sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi
masyarakat.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini
penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi
yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah Retribusi Daerah.
Adapun ciri-ciri mendasar dari retribusi adalah:
a. Retribusi dipungut oleh Negara.
Retribusi merupakan pungutan sah yang dilakukan oleh pemerintah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
Retribusi daerah adalah pungutan oleh pemerintah sebagai pengganti
(kerugian) atas pelayanan yang diberikan oleh daerah kepada siapa
saja yang membutuhkan pelayanan tersebut. Dengan demikian,
terdapat suatu paksaan bagi pengguna jasa layanan untuk membayar
retribusi sebagai bentuk penggantian yang setimpal atas pemberian
jasa layanan oleh pemerintah daerah.
c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
Hal ini berarti bahwa pungutan retribusi didasarkan pada suatu
pelayanan yang nyata-nyata dapat dirasakan / dinikmati secara
langsung oleh masyarakat pengguna jasa layanan tersebut.
d. Retribusi dikenakan pada setiap orang / badan yang menggunakan
jasa-jasa yang disiapkan oleh Negara.
Retribusi dikenakan terhadap siapa saja yang telah mengenyam jasa
dari pemerintah daerah. Dengan demikian, jika ingin memperoleh jasa atau
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memakai jasa yang disediakan oleh pemerintah barulah pemakai membayarnya
selain itu, pungutan retribusi dapat dilakukan berulang kali.
1) Jenis Dan Golongan Retribusi
1. Retribusi Jasa Umum
Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Undang-undang Nomor 28
Tahun 2009 Pasal 110 ayat 1, yaitu:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil;
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pelayanan Pasar;
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
j. Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus;
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
l. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;
m.Retribusi Pelayanan Pendidikan;
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Dalam pelaksanaannya Retribusi Jasa Umum harus memenuhi kriteria
sebagai berikut:
a. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa
usaha atau retribusi perizinan tertentu.
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b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.
c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau
badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk
melayani kepentingan dan kemamfaatan umum.
d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang
pelaksanaannya.
f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut
dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.
2. Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
a. Pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan Daerah
yang belum dimanfaatkan secara optimal.
b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan
secara memadai oleh pihak swasta.
Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 Pasal 127, sebagaimana tertulis di bawah ini:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
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e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa;
g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
j. Retribusi Penyeberangan di Air;
k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi
perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang
diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi
kepentingan umum; dan
c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin
tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari
perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi
perizinan.
Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan
untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.
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Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141, adalah sebagaimana di bawah ini:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Gangguan;
d. Retribusi Izin Trayek;
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Untuk menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi tersebut di atas
dilakukan berdasarkan prinsip dan sasaran yaitu :
a. Untuk retribusi jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah
dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
b. Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak.
c. Untuk retribusi perizinan rertentu, didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan
pemberian izin yang bersangkutan.
Dalam memungut retribusi ada tiga sisi yang perlu diperhatikan:
1. Dari sisi wajib retribusi, biasanya wajib retribusi sering menghindar
dari pungutan dengan cara menunda pembayaran dan berkeinginan
membayar lebih kecil dari yang seharusnya dibayar.
2. Dari segi pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Dalam
melaksanakan pungutan sistem dan prosedur administrasi sangat
membantu karena merupakan alat pengawasan terhadap pelaksana
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administrasi maupun wajib retribusi dalam menghindari kebocoran
dan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pemungutan retribusi
dalam mengefektifkan penerimaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
yaitu: melakukan konfirmasi data pada instansi terkait, penetapan
tarif, penagihan retribusi perlu petugas yang disiplin waktu,
penyetoran, pembukuan dan pelaporan.
3. Aparat pemungut / petugas, bagi petugas atau pemungut retribusi
diperlukan mental dan sikap dan bertanggungjawab sepenuhnya
dalam pelaksanaan tugas.
Empat prinsip umum yang digunakan sebagai indikator dalam pengenaan
retribusi menurut Davey (1988) dalam Kesit Bambang Prakosa yaitu sebagai
berikut:
1) Kecukupan
Retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk
melakukan rasionalisme permintaan dari konsumen. Tanpa adanya
harga maka permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak
akan mencapai titik keseimbangan yang akibatnya tidak dapat
menciptakan alokasi sumber daya yang efisien.
Dengan diterapkannya retribusi maka setiap orang memiliki
kebebasan untuk mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang
tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya
untuk membayar.
2) Keadilan
Kriteria kedua adalah keadilan. Penetapan harga layanan atau tarif
retribusi, harus menerapkan prinsip keadilan. Pada prinsipnya beban
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pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam
masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing
golongan.
Penerapan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib
retribusi. Semakin rendah kemampuan membayar maka semakin
rendah tarif yang dikenakan dibanding mereka yang memiliki
kemampuan membayar lebih besar.
3) Kemudahan Administrasi
Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut, mudah ditaksir
karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang
dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan
apa yang mereka bayar. Hal ini terkait dengan benefit Principle pada
retribusi yang dikemukakan oleh Mc.Master (1991) yaitu retribusi
dikenakan kepada individu dan atau kelompok yang menikmati
manfaat barang atau jasa tersebut dengan pemakaian. Sebaliknya
individu dan atau kelompok yang tidak menikmati dibebaskan dari
kewajiban membayar.
4) Kesepakatan Politis
Retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima
oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib
retribusi dengan kesadaran yang cukup tinggi, sehingga didalamnya
harus memuat kepastian hukum. Sehingga diperlukan suatu
kemampuan politis dalam menetapkan retribusi, struktur tarif,
memutuskan siapa yang membayar dan bagaimana memungut
retribusinya.
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Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dibedakan atas tiga
kelompok masing-masing sebagai berikut:
1) Kelompok retribusi daerah dengan sarana pemungutannya
menggunakan surat kuasa untuk menyetor.
2) Kelompok retribusi daerah dimana sarana pemungutannya
menggunakan barang berharga seperti leges, materai, kupon, dan
formulir berharga.
3) Kelompok retribusi daerah yang pelaksanaan pemungutannya
dilakukan dengan menggunakan kartu.
Dalam buku Marihot Pahala Siahaan (2010:619) Objek Retribusi Daerah
terdiri dari:
1) Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan meliputi
pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan dll.
2) Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta meliputi penyewaan
asset,tempat penginapan,usaha bengkel, penjualan bibit dll.
3) Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
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Dalam buku Marihot Pahala Siahaan (2010:620) Subjek Retribusi
Daerah sebagai berikut:
1) Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan.
2) Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang ,prasarana sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
2) Retribusi Pelayanan Persampahan
Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga
untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak
atau bercacat dalam pembuatan manufaktur atau materi berkelebihan atau
ditolak atau buangan (kamus istilah lingkungan,1994).
Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar, sampah adalah sisa
kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat.
Retribusi pelayanan persampahan merupakan pungutan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah (dalam hal ini satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
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tertentu) kepada rumah tangga ataupun objek lainnya yang telah memperoleh
jasa pelayanan pengelolaan sampah. Jadi retribusi pelayanan persampahan
yang termasuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yakni pungutan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang berada dalam
wilayah hukumnya atas pemberian jasa atau pelayanan penanganan sampah
atau kebersihan. Pemungutannya harus didasarkan pada pertimbangan
mengenai biaya penyelenggaraan pelayanan, tingkat kemampuan masyarakat
dalam membayar  serta aspek keadilan. Oleh sebab itu penetapan besarnya tarif
retribusi sampah ini harus didasarkan pada besarnya biaya operasional
pengelolaan. Selain itu pemungutan retribusi (termasuk retribusi persampahan)
haruslah dilandasi oleh Undang-undang atau peraturan tertentu.
Dengan nama retribusi pelayanan persampahan / Kebersihan, dipungut
Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan / kebersihan yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah. Dan subjek retribusi pelayanan
persampahan / kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh /
menikmati pelayanan persampahan / kebersihan.
Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan / kebersihan diukur
berdasarkan besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian
antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi, sebagaimana yang
dimaksud  dalam peraturan daerah No 11 Tahun 2011.
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Berdasarkaan peraturan daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011
Pasal 9 dimana struktur dan besarnya tarif retribusi persampahan / kebersihan
yaitu:
Tabel II.1
NO JENIS BENTUK PELAYANAN BESARNYATARIF KETERANGAN
1 Pelayanan penyedotan dan pengangkutan
limbah cair dan industri lainnya (Perseptik
tank/Tangki)
Rp. 250.000 Pipa tidak lebih dari 25m
2 Sewa pipa penyedotan limbah tinja /industry Rp.  5.000 Per Meter Pipa
3 Pelayanan  angkutan sampah Rp  25.000 Perm3secaramanual/Bulan
4 Pelayanan angkutan sampah komersial Rp 30.000 Per m
3 secara
manual/bulan
5 Pelayanan angkutan sampah kawasanperumahan elit dan jalan perkotaan Rp 50.000
Per m3 secara
Manual/bulan
6 Pelayanan angkutan sampah Rumahtokoh diluar kawasan perdagangan Rp  25.000
Per petak dan satu
lantai setiap bulan
7 Pelayanan angkutan sampah tokoh dalamkawasan perdagangan Rp  40.000
Per petak dan satu
lantai setiap bulan
8 Pelayanan angkutan sampah tokoh diluarkawasan perdagangan Rp  45.000
Per petak dan satu
lantai setiap bulan
9 Pelayanan angkutan sampah rumah dantoko dalam kawasan perdagangan Rp  60.000
Per petak dan satu
lantai setiapp bulan
10 Pelayananan angkutan container di atasukuran 1 sampai dengan 6 m3 Rp 150.000 Per 1 (satu) X angkut
11 Tempat pembuangan langsung TPA tinja(IPLT/IPAL) Rp  25.000 Satu kali membuang
12 Tempat pembuangan langsung TPAsampah Tamangapa Rp  20.000 Satu kali membuang
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Pelayanan angkutan sampah rumah
tangga (membuang langsung ke
konteiner)
a. Rp   3.000
b. Rp
10.000
c. Rp    8.500
Diatas ½ m3 secara
manual per bulan
½ m3 secara manual
per bulan
Kurang ½ m3 secara
manual per bulan
15 Pelayanan angkutan sampah penjual kakilima
a.Rp 10.000
b.Rp   5.000




II. 4 Kerangka Pikir
Dalam pelaksanaan otonomi, kemampuan daerah dituntut dalam
memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah dalam rangka melaksanakan
pemerintahannya. Salah satunya adalah penerimaan dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maka
pemerintah daerah harus berusaha menggali semua sumber-sumber pendapatan
daerah yang lain, salah satunya retribusi persampahan.
Akan tetapi penerimaan dari sektor retribusi persampahan ini belum
maksimal. Untuk mengetahui manajemen retribusi pelayanan persampahan di
Kota Makassar dapat dilihat dengan mengidentifikasi terlebih dahulu setiap
permasalahan dalam retribusi persampahan yang dalam pengelolaannya di
bedakan atas 4 bagian sesuai konsep dari George R. Terry yaitu perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, kemudian mengarah pada
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari seorang
atau lembaga. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan
kalau dikaitkan dengan manajemen retribusi pelayanan persampahan di Kota
Makassar, maka metode penelitian yang paling tepat digunakan adalah
deskriptif.
Penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif dilakukan dalam wilayah
yang luas mengingat hal yang dicari secara mendalam berada dalam wilayah
kegiatan yang berkaitan dengan wilayah pemungutan retribusi pelayanan
persampahan di Kota Makassar cenderung untuk mengunakan metode penelitian
ini berdasarkan pada metode ini dianggap sangat relevan dengan materi
penulisan skripsi, karena penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif, yaitu
menggambarkan apa adanya dari kejadian yang diteliti. Selain itu guna
memperoleh data yang objektif dan valid dalam rangka memecahkan
permasalahan yang ada.
III.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota
Makassar dan studi kasus Kecamatan Tamalanrea. Terpilihnya Kecamatan
Tamalanrea sebagai studi kasus karena Kecamatan Tamalanrea merupakan
kecamatan yang tumbuh dimana jumlah penduduknya yang semakin bertambah




Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif
adalah suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu
keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti
(Kountur, 2003). Pemilihan tipe ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam
pembahasan skripsi ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan suatu
gambaran mengenai keadaan dilapangan terkait proses, kendala serta upaya
dalam pengadministrasian penerimaan retribusi persampahan di Kota Makassar.
III.4 Unit Analisis
Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis
kelompok aktor atau organisasi dalam hal ini masyarakat disekitar Kecamatan
Tamalanrea, serta Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Makassar.
Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan objektif bahwa
berbagai variabel dan indikator dalam kajian ini lebih lanjut dideteksi dengan
pendekatan kelompok aktor atau organisasi.
III.5 Jenis Dan Sumber Data
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan cara.
Menurut Lofland (1984:47) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif
adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti
dokumen dan lain-lain. Penelitian dilakukan pada dua sumber, yaitu penelitian
yang dilakukan dalam penelitian lapangan dan dari penelitian akan didapatkan
dua jenis data yaitu :
III.5.1 Data primer
Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari
narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan
41
informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.
III.5.2 Data sekunder
Data sekunder yang bersumber dari hasil olahan instansi atau sesuatu
lembaga tertentu bukan saja untuk kepentingan lembaganya tetapi juga untuk
pihak lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan
atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas hasil penelitian.
III.6 Informan penelitian
Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah subyek
yang diharapkan dapat memberikan keterangan dan informasi tentang hal-hal
yang akan diteliti dan dipandang sebagai informan adalah terdiri dari:
1. Kepala Dinas Pertamanan Dan Kebersihan
2. Kepala Keuangan
3. Kolektor / Pemungut Retribusi
4. Masyarakat
III.7 Fokus penelitian
Untuk memberikan suatu pemahaman agar lebih mempermudah
manajemen retribusi persampahan, maka perlu adanya batasan penelitian yang
dioperasionalkan melalui indikator-indikator sebagai berikut:
1. Manajemen Retribusi Persampahan yaitu proses merencanakan,
mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi segala kegiatan yang
berhubungan dengan retribusi persampahan dalam mencapai tujuan
yang diinginkan.
2. Perencanaan, yaitu penyusunan dan penentuan aktivitas yang akan
dilaksanakan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang
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diinginkan dengan indikator yakni pendataan retribusi persampahan,
penentuan target dan sosialisasi.
3. Pengorganisasian, yaitu penentuan, pengelompokan, dan pengaturan
berbagai aktivitas yang diperlukan dengan menempatkan orang-orang
pada aktivitas tersebut dengan indikator sumber daya manusia,
pembagian tugas, standar kerja dan metode pelaksanaan.
4. Pelaksanaan, yaitu aktifitas pegawai dalam menjalankan tugasnya
sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya dengan indikator tingkat
partisipasi pegawai dalam pelaksanaan tugas.
5. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk
menjamin agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana
yang telah ditentukan dan diidentifikasi permasalahan yang timbul
serta pelaporan terhadap hasil-hasil yang diperoleh dengan indikator
pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
III.8 Teknik Pengumpulan Data
Guna memperoleh data informasi serta keterangan-keterangan bagi
kepentingan penulis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
instrument sebagai berikut:
1. Observasi
Suatu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan
langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan
yang relevan dengan objek penelitian. Dengan melakukan observasi,
peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan menggali dari dokumen




Penelitian mengadakan tanya jawab dengan para informan untuk
memperoleh data mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan
masalah pembahasan skripsi ini dalam hal melakukan wawancara
digunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan
kepentingan masalah yang diteliti.
c. Studi kepustakaan
Penelitian kepustakaan atau library research adalah penelitian yang
digunakan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku,
majalah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya
yang erat hubungannya dengan skripsi ini.
d. Dokumen
Dokumen yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku
referensi maupun peraturan maupun pasal yang berhubungan dengan
penelitian yang dilakukan penulis, telaah dokumen dilakukan dengan
cara penelusuran guna mendapatkan data sekunder yang akan
digunakan dalam menganalisis permasalahan, yaitu yang
berhubungan dengan teori-teori, Undang-undang dan dokumen
tentang retribusi persampahan.
III.9 Teknik pengolahan Data dan Analisis Data
Teknik analisis data dilakukan berdasarkan identifikasi jawaban dari
informan, baik yang bersumber dari observasi, wawancara, dokumentasi, untuk
menemukan aspek-aspek yang dominan mempengaruhi tahapan-tahapan
pemungutan retribusi persampahan. Dari hasil identifikasi tersebut akan ditarik
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kesimpulan secara kualitatif tentang realitas Manajemen Retribusi Pelayanan
Persampahan di Kota Makassar.
Dalam melakukan analisis data penelitian mengacu kepada beberapa
tahapan yang dijelaskan Miles Dab Huberman yang terdiri dari beberapa
tahapan, antara lain.
a. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan kunci
yang comfortable terhadap penelitian kemudian observasi langsung
kelapangan untuk menunjang penerimaan yang dilakukan agar
mendapatkan data yang diharapkan.
b. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian kapada
penyerderhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan dilapangan selama meneliti tujuan diadakan transkip data
(transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai
dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian
dilapangan.
c. Penyajian data, yaitu kegaitan sekumpulan informmasi dalam bentuk
naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam
pemahaman peneltian terhadap informasi yang dipilih kemudian
disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
d. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.yang
mencari pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab
akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat
dengan melakukan verifikasi berupa tujuan ulang pada catatan-catatan




IV.1 Gambaran Umum Lokasi
Kota Makassar, yang kadang dieja Mangkasar; dari 1971 hingga 1999
secara resmi dikenal sebagai Ujungpandang atau Ujung Pandang adalah
kotamadya dan sekaligus ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar
mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari
arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat
ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan
Indonesia.
Secara goegrafis wilayah kota Makassar berada pada koordinat
1190Bujur Timur dan 5,80 LintangSelatan, dengan ketinggian yang bervariasi
antara 1-25 meter dari permukaan laut. Dengan batas wilayah administrasi
sebagai berikut :
Utara : Kabupaten Kepulauan Pangkajenne
Selatan : Kabupaten Bone
Barat : Selat Makassar
Timur : Kabupaten Maros
Kota ini tergolong salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek
pembangunannya dan secara demografis dengan berbagai suku bangsa yang
menetap di kota ini. Suku yang signifikan jumlahnya di kota Makassar adalah
suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Makanan
khas Makassar yang umum dijumpai seperti Coto Makassar, Roti Maros,
Jalangkote, Kue Tori, Palubutung, Pisang Ijo, Sop Saudara dan Sop Konro.
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Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan
0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang
bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan
kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77
Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah
perairan kurang lebih 100 Km², dengan jumlah penduduk sebesar kurang lebih
1,25 juta jiwa.
Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan
memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamat-an tersebut, ada tujuh kecamatan
yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung
Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.
Dari gambaran sepintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar,
memberi penjelasan bahwa secara geografis, kota Makassar memang sangat
strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi,
Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien
dibandingkan daerah lain.
IV.2 Gambaran Umum Dinas Pertamanan dan Kebersihan
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sebagai Institusi
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang pembentukannya
diharapkan akan lebih kaya dengan fungsinya agar dapat memberikan inspirasi
dan imajinasi dalam mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan pelayanan
terhadap masyarakat dalam bidang pengelolaan kebersihan dan ruang terbuka
hijau (RTH) serta pemakaman. Selain daripada itu institusi ini memiliki tugas dan
fungsi yang sangat luas dalam mengakselerasikan hasil pembangunan
47
mendukung terciptanya pelestarian lingkungan hidup, karena itu kapasitas
kinerjanya diharapkan akan lebih efektif dan efisien.
Pembentukan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sesuai
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 7 Juni 2009
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dimana dalam kedudukannya
merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar dengan :
1.Tugas Pokok :
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mempunyai tugas
pokok merumuskan, membina, mengendalikan kebijakan di bidang pertamanan,
penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan /
persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah
(TPA).
2. Fungsi :
a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan umum di bidang
pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota,
penyelenggaraan kebersihan / persampahan, pengelolaan
pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah
b. Penyusunan rencana dan program pembinaan, pengembangan di
bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota,
penyelenggaraan kebersihan / persampahan, pengelolaan
pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
c. Penyusunan rencana dan program pengkoordinasian dan kerja sama
dengan pihak terkait di bidang pertamanan, penghijauan, tata
keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan /
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persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pembuangan
Akhir Sampah
d. Penyusunan rencana dan program penertiban, peningkatan peran
serta masyarakat di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan
(dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan / persampahan,
pengelolaan pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
e. Pelayanan perizinan pemakaman
f. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya
g. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas
h. Pembinaan unit pelaksana teknis
IV.3 Visi dan Misi
1. Visi
Tujuan dan sasaran organisasi dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun
sejak tahun 2009-2014 sebagai pijakan langkah tahapan perencanaan kebijakan,
program kerja dan kegiatan, untuk itu Visi dan Misi Dinas Pertamanan dan
Kebersihan Kota Makassar yang diintegrasikan dalam Visidan Misi Pemerintah
Kota Makassar, sebagai wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan
dimana rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus
merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek pengelolaan tugas
pokok.
Adapun Visi Dinas Pertamanan dan Kebersihan sebagai berikut :
“ Kota Makassar Nyaman, Hijau, Bersih dan Asri 2014 ”.
49
2. Misi
Berdasarkan visi tersebut diatas pada hakekatnya diarahkan untuk
mendukung terwujudnya visi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
ke depan, maka dirumuskan misi sebagai berikut:
a. Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan
persampahan / kebersihan yang berkelanjutan
b. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan system pengelolaan
persampahan / kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
c. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia
usaha / swasta dalam pengelolaan persampahan / kebersihan dan
pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
d. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam
system pengelolaan persampahan / kebersihan dan pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan prinsip Good and
Cooperate Governance
e. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan
persampahan / kebersihan dan pengelolaan RTH.
IV.4 Struktur dan Uraian Tugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pertamanan
dan Kebersihan Kota Makassar memiliki perangkat organisasi yang tercantum
dalam struktur organisasi dengan uraian tugas yaitu:
A. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas:
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a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pertamanan dan
kebersihan
b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pertamanan dan
kebersihan kebersihan;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
pertamanan dan
d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang pertamanan dan kebersihan
e. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas pertamanan
dan kebersihan
f. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit
pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas
pertamanan dan kebersihan
g. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar
sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan
yang berlaku
h. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengembangan karier
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai
dengan tugas dan fungsinya
j. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan




Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative bagi
seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota
Makassar.
C.Sub Bagian Umum Kepegawaian
Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun
rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola
administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan Dinas.
D. Sub Bagian Keuangan
Sub bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan
melaksanakan tugas teknis keuangan.
E. Sub Bagian Perlengkapan
Sub bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja
dan melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta
mengevaluasi semua pengadaan barang.
F. Bidang Pertamanan
Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan
pemeliharaan taman, tata keindahan taman (dekorasi) kota serta pembibitan dan
pengembangan tanaman.
G. Seksi Pembangunan Taman
Seksi Pembangunan Taman mempunyai tugas melaksanakan
pembangunan, penataan dan pengembangan fungsi-fungsi taman kota.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
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H. Seksi Pemeliharaan Taman
Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai tugas melaksanakan
pemeliharaan taman kota, pengawasan dan pengendalian tata keindahan
(dekorasi) kota.
I. Seksi Pembibitan
Seksi Pembibitan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan
pembibitan dan pengembangan tanaman hias dan pohon pelindung yang siap
ditanam.
J. Bidang Penghijauan Kota
Bidang Penghijauan Kota mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,
pelaksanaan dan pengembangan kawasan penghijauan kota, serta
melaksanakan pengawasan dan pengusutan.
K. Seksi Pembangunan Kawasan Hijau
Seksi Pembangunan Kawasan Hijau mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan, pembangunan, pengembangan dan evaluasi pengelolaan
kawasan penghijauan kota.
L. Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau
Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau mempunyai tugas melaksanakan
pemeliharan, pembinaan dan sosialisasi, partisipasi dan kerjasama pengelolaan
kawasan penghijauan kota.
M. Seksi Pengawasan dan Pengusutan
Seksi Pengawasan dan Pengusutan mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan, pengendalian dan pengusutan terhadap kegiatan yang diduga
terdapat perbuatan melanggar hukum atas tindakan terhadap keselamatan
kawasan dan jalur penghijauan kota.
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N. Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota
Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat, pengembangan
partisipasi masyarakat, penyuluhan/pembinaan dan penyadaran masyarakat
dalam bidang teknik Pengelolaan Kebersihan / Persampahan.
O. Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat dalam
penyelenggaraan kebersihan / persampahan.
P. Seksi Pengembangan Partisipasi
Seksi Pengembangan Partisipasi mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan
pengelolaan kebersihan / persampahan kota.
Q. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik
Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan kebersihan / persampahan kota.
R. Bidang Penataan Kebersihan Kota
Bidang Penataan Kebersihan Kota mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan pengembangan teknik pengelolaan kebersihan kota, melaksanakan
monitoring dan evaluasi Kebersihan Kota dan pemeliharaan peralatan dan alat
berat.
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S. Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan Kota
Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan Kota mempunyai
tugas melaksanakan penelitian/kajian, pengembangan sistem dan teknologi
pengelolaan dalam penyelenggaraan kebersihan / persampahan kota.
T. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan Kota
Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan Kota mempunyai
tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan
kebersihan / persampahan kota.
U. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat
Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat mempunyai tugas
melaksanakan pemeliharaan dan pengendalian alat / peralatan dan alat berat.
VI. 5 Kepegawaian
Keadaan dan jumlah pegawai Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota
Makassar sebagai berikut:
Tabel IV.1
























24 93 431 31 98 17 46
Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan 2015
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VI. 6 Sarana dan Prasarana
Demi kelancaran pelaksanaan tugas operasional pelayanan
pengangkutan sampah maka perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana pada
tabel sebagai berikut:
Tabel IV.2
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
No Sarana Penunjang Jumlah
1 Armada pengangkutan sampah 151 unit
2 Kendaraan operasional staf 10 unit
3 Sarana pengumpulan sampah 183 unit
4 Container 199 buah
5 Alat berat 11 unit
6 Pelayanan dekorasi kota 7 unit




V.1 Retribusi Persampahan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota
Makassar
Tabel V.1
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar
No Tahun Target Realisasi Presentase
1 2011 269.892.056.000 272.744.717.283 101.06%
2 2012 347.594.900.000 395.659.198.905 113.83%
3 2013 546.863.198.000 612.053.138.664 111.92%
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah 2011-2013
Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa target PAD Kota
Makassar setiap tahunnya mengalami peningkatan dan realisasi Pendapatan Asli
Daerah Kota Makassar sudah memenuhi target yang telah ditentukan .
Adapun Target dan realisasi Retribusi daerah dapat dilihat dari tabel
berikut :
Tabel V.2
Target Dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Makassar
No Tahun Target Realisasi Presentase
1 2011 9.405.596.000 6.679.140.352 71.01%
2 2012 10.427.561.850 7.213.272.639 68.18%
3 2013 9.876.064.000 7.801.477.003 78.99%
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah 2011-2013
Dari tabel sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi
Kota Makassar tidak pernah memenuhi target, dapat dilihat pada tahun 2011
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tidak memenuhi target yang telah ditentukan, realisasinya mencapai 71.01%.
Kemudian pada tahun 2012 tidak mencapai target yang realisasiya 68.18 %. Dan
pada tahun 2013  juga tidak memenuhi target tetapi ada peningkatan realisasi
yaitu 78.99%.
1. Kontribusi Retribusi Persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Makassar
Dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan kota
Makassar, salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilannya dengan
melihat perbandingan antara target dan realisasi. Untuk mengetahui kontribusi
retribusi persampahan Kota Makassar terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat
dihitung dengan menghitung penerimaan retribusi persampahan pada tahun
bersangkutan dengan Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan yaitu dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:
x 100%
Tabel V.3





2011 3.705.187.560 272.744.717.283 1,35%
2012 3.804.416.400 395.659.198.905 0,96%
2013 3.617.318.000 612.053.138.664 0,06%
Sumber: Data sekunder diolah pada tanggal 12 April 2015
Tabel di atas menjelaskan bahwa penerimaan retribusi persampahan
merupakan salah satu dari sekian banyak retribusi yang ada di Kota Makassar
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yang menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Namun kontribusi
retribusi persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan.
Padahal penerimaan retribusi persampahan di Kota Makassar jika dikelola
dengan baik akan menunjang Pendapatan Asli Daerah. Hal ini juga terjadi karena
diiringi pula dengan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota
Makassar.
Tabel V.4
Realisasi Penerimaan Retribusi Persampahan / Kebersihan Dinas
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
Tahun Target Realisasi Presentase
2011 5.596.163.000 3.705.187.560 66,21%
2012 5.596.163.000 3.804.416.400 67,98%
2013 5.820.203.000 3.617.318.000 62,15%
Sumber: Dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar, Tahun 2011-2013.
Penerimaan retribusi persampahan di Kota Makassar ini merupakan
salah satu dari sekian banyak jenis retribusi yang ada dalam menunjang
peningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Jika dilihat dari segi
potensi wilayah yang ada di kota Makassar tentunya penerimaan retribusi
persampahan ini akan lebih besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli
Daerah. Namun kenyataannya penerimaan retribusi persampahan cenderung
tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan pembayaran retribusi persampahan
belum sepenuhnya menyentuh seluruh objek wajib retribusi, tidak adanya data
yang valid mengenai data wajib retribusi, tingkat pelayanan yang masih minim
sehingga masyarakat enggan untuk mau membayar retribusi. Dan proses
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pemungutan yang tidak sesuai dengan Perda yang ditetapkan atau dengan kata
lain Perda No 11 Tahun 2011 belum diberlakukan secara efektif.
V. 2 Manajemen Retribusi Persampahan Kota Makassar
Manajemen yang baik tentunya akan memberikan dampak yang baik pula
dalam suatu organisasi. Peranan manajemen diperlukan sebagai upaya agar
kegiatan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan berjalan secara efektif
dan efisien. Demikian pula dengan pihak Dinas perlu memperhatikan manajemen
retribusi persampahan dalam hal ini menerapkan fungsi-fungsi manajemen
dalam pengelolaan retribusi persampahan di Kota Makassar sehingga apa yang
menjadi tujuan yang ditetapkan sebelumnya dapat dicapai secara efektif dan
efisien.
V.2.1 Perencanaan
Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi
persampahan Kota Makassar maka perlu adanya perumusan perencanaan dari
Dinas pengelolah. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya
pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi.
Adapun perencanaan dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota
Makassar sesuai yang dikemukakan Kepala Keuangan yaitu perencanaan
penentuan target penerimaan retribusi persampahan, pendataan wajib retribusi
persampahan dan sosialisasi.
1. Penentuan Target
Target penerimaan Retribusi Persampahan merupakan tolak ukur
realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan
retribusi persampahan Kota Makassar, yaitu proses penentuan target
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penerimaan retribusi persampahan yang ingin dicapai dalam satu tahun
anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.
Adapun mekanisme penentuan target sesuai dengan hasil wawancara
oleh bapak B yaitu :
“ Dalam hal penentuan target retribusi persampahan ini kita dasarkan
pada potensi yang diperkirakan, kemampuan kita menagih maka itu
menjadi target. Lalu target ini disinkronkan dengan biaya pengelolaan
persampahan yang nantinya pihak dari dinas bagian keuangan
mengadakan rapat anggaran dengan dewan.”
(wawancara 25 Maret 2015)
Kemudian menurut bapak M bahwa:
“ Tidak tercapainya target dari retribusi sampah ini dikarenakan jangkuan
wilayah yang masih terbatas,tenaga yang kurang,pelayanan yang kurang
memadai,tingkat kemampuan masyarakat untuk membayar dan persepsi
masyarakat yang mengatakan bahwa mereka sudah membayar.”
(wawancara 25 Maret 2015)
Dari hasil jawaban memperlihatkan bahwa bahwa perencanaan dalam hal
penentuan target retribusi persampahan Kota Makassar belum optimal dimana
pihak Dinas hanya memperkirakan potensi yang ada, tidak terdapat acuan yang
valid dalam penentuan target sehingga wajar saja jika target tidak tecapai karena
hanya memperkirakan potensi. Padahal dalam penentuan target ini pihak Dinas
perlu mengacu pada jumlah wajib retribusi serta klasifikasi objek retribusi.
Ini diperjelas lagi oleh salah satu kolektor yang bertugas memungut
rertibusi persampahan, ia mengatakan bahwa :
“Kendala yang biasanya kami hadapi dalam melakukan pemungutan
retribusi ini adalah kebanyakan spekulasi yang terjadi dimasyarakat.
Spekulasinya begini, ada orang yang bertanya bagaimana saya mau
membayar kalau sampah saya tidak di angkut, trus pada saat kita tanya
kembali mana sampahnya,jawabannya ya saya sudah buang sendiri, nah
masalah yang seperti ini yang tidak menyelesaikan masalah.”
(wawancara 14 April 2015)
61
Kemudian di tambahkan lagi salah satu kolektor bahwa:
“ Biasanya kalau kita turun ke lapangan melakukan penagihan itu, ada
masyarakat yang tidak mau membayar alasannya karena mereka sudah
membayar di rekening listrik, trus pada saat kita meminta alat bukti
jawabannya tidak tahu mereka simpan dimana” .
(wawancara 14 April 2015)
Kemudian yang dikemukan oleh bapak A bahwa:
“ Sebenarnya begini saya itu selalu membayar tiap bulannya kepada
penagih tetapi penagih yang mengambil iuaran ini bukanlah dari pihak
penagih yang resmi hanya saja mereka yang inisiatif sendiri untuk
memungut sampah saya dan saya pun memberikan uang 30ribu/ bulan”.
(wawancara 13 April  2015)
Wawancara dengan warga lainnya ibu V lainnya mengatakan bahwa:
“ Bagaimana mau membayar toh sampah saya tidak di angkut, saya kan
nantinya mau membayar kalau ada yang mengangkut sampah saya
lagian saya ada lahan sendiri ji untuk buang sampahku”.
(wawancara 13 April 2015)
Dari beberapa wawancara di atas memberi gambaran pada penulis
bahwa salah satu penyebab tidak tercapainya target retribusi persampahan,
karena adanya spekulasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa mereka
sudah membayar direkening listrik, tidak adanya pegawai yang resmi untuk
memungut retribusi kepada warga. Dan warga yang tidak mau membayar karena
alasan sampah mereka tidak diangkut dan mempunyai lahan sendiri untuk
membuang sampahnya.
Dari keseluruhan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
target penerimaan retribusi persampahan tiap tahunnya tidak pernah mencapai
target, padahal jika dilihat dari jumlah potensi yang  ada di Kota Makassar begitu
besar dalam meningkatkan PAD Kota Makassar, tetapi dalam kenyataannnya
malah tidak pernah mencapai target, hal ini karena kurangnya kesadaran wajib
retribusi dalam melaksanakan kewajibannya membayar retribusi, jangkauan
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wilayah yang terbatas karena kurangnya tenaga, dan tidak adanya pegawai yang
resmi untuk melakukan penagihan.
2. Pendataan Wajib Retribusi
Pendataan wajib retribusi dalam ini wajib reribusi persampahan begitu
penting, ini akan memudahkan pihak pengelolah untuk melakukan penagihan
kepada setiap warga yang terdata sebagai wajib retribusi. Tetapi dalam
kenyataannya pendataan wajib retribusi Kota Makassar belum optimal dimana
dalam pendataan ini hanya berpatokan kepada data PLN dan PDAM. Padahal
pihak Dinas juga perlu turun langsung kelapangan untuk mendata wajib retribusi
ini.
Hasil wawancara dengan bapak B yaitu :
“ Kita pihak Dinas hanya melakukan kerjasama dengan PLN dan PDAM
untuk penentuan  data wajib retribusi . Data yang kita gunakan itu dari
tahun ke tahun ,datanya tidak setiap tahun kita perbaharui.”
( wawancara 25 Maret 2015)
Juga ditambahkan bahwa:
“ Biasanya begini kita menugaskan petugas untuk mendata ditiap-tiap
rumah atau tokoh tetapi pada saat petugas melakukan pendataan tidak
ada warga yang mereka dapati dirumahnya, ya mungkin karena ada jam
kerja sehingga itu terlewatkan lagi, jadi untuk lebih amannya kita pakai
saja data dari PLN atau PDAM.”
(wawancara 25 Maret 2015)
Wawancara dengan warga bapak I mengatakan bahwa:
“ Selama saya disini belum ada orang atau pegawai yang datang untuk
mendata, namun untuk pembayaran itu tetap saya lakukan jika ada yang
datang tetapi mungkin saja itu ada orang yang punya inisiatif sendiri untuk
mengambil sampah saya dan bukan dari Dinas, yang jelas sampah saya
dipungut.”
(wawancara13 April 2015)
Menurut penulis dari beberapa hasil wawancara di atas bahwa tidak
adanya pendataan yang langsung dari pihak Dinas membuat kurangnya
pemasukan untuk retribusi persampahan, dikarenakan hanya berpatokan pada
63
data dari PLN dan PDAM. Dan adapun pendataan yang pernah dilakukan tetapi
tidak semua Rumah Tangga terdata.
3.Sosialisasi
Sosialisasi mengenai retribusi persampahan perlu dilaksanakan untuk
memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar
retribusi karena dengan adanya retribusi berarti pembangunan daerah dapat
berjalan dengan berkesinambungan dan kesejahteraan masyarakat semakin
meningkat. Seperti halnya yang dikemukan oleh bapak M bahwa:
“Pihak dari Dinas sendiri khususnya bagian pengembangan mengadakan
sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat  tentang peraturan daerah
mengenai retribusi sampah setelah itu kita kembalikan kepada mereka
untuk mensosialisasikan sendiri tentang peraturan itu karena tenaga kita
juga kurang kalau mau menjangkau semua wilayah yang ada dan itu
akan memakan waktu yang cukup lama jika itu mau dilakukan.”
(wawancara 25 Maret 2015)
Kemudian pendapat dari warga A bahwa:
“ Mengenai sosialisasi Retribusi itu sendiri saya belum pernah dengar,
belum pernah ada yang datang untuk mensosialisaikan, berapa yang
saya mau bayar, ya sekedar tahunya membayar kepada orang yang
datang ambil sampah saya dirumah”.
(wawancara 14 April 2015)
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan yaitu adanya warga yang tidak
mengetahui berapa besaran tarif yang mereka harus bayar dan tidak meratanya
sosialisasi dari pihak Dinas tentang retribusi persampahan sehingga
mengakibatkan warga yang kurang tahu tentang retribusi persampahan ini
sehingga warga juga enggan untuk membayar.
V.2.2 Pengorganisasian
Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengkoordinasikan sumber
daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan
agar pekerjaan rapi dan lancar.
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Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan maka
diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan, seperti
sumber daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yaitu cara
yang digunakan dalam pemungutannya, standar kerja petugas serta sarana dan
prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang
menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi persampahan .
1.Sumber daya Manusia
Sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting dalam
mengimplikasikan sebuah kebijakan agar efektif dan efesien. Selain itu sumber
daya memiliki peranan yang sangat penting dalam perputaran roda organisasi.
Jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan
diketahui dari bapak B bahwa :
“Mengenai jumlah personil kita dilapangan itu belum memadai, dimana
jumlah kolektor yang bertugas untuk melakukan pemungutan retribusi di
lapangan hanya 26 orang untuk 14 kecamatan atau 4 wilayah.”
( wawancara 25 Maret 2015)
2. Pembagian Tugas
Agar pelaksanan tugas berjalan dengan baik maka harus ada pembagian
tugas yang baik pula agar dalam pelaksanaan pemungutan ini dapat berjalan
dengan efektif dan lancar , seperti yang dikatakan bapak A bahwa:
“ Dalam pembagian tugas ini kami membagi 3-5 orang kolektor untuk tiap
wilayah dalam  melakukan penagihan retribusi sampah.”
(wawancara 25 Maret 2015)
Sejalan dengan pendapat di atas salah satu kolektor mengatakan bahwa :
“Dalam melakukan pemungutan persampahan kami di bagi menjadi 5
orang untuk tiap wilayah, ini sangat membantu kami dalam melaksanakan
tugas karena dengan begitu kami mengetahui dengan jelas wilayah kami
dalam melakukan pemungutan namun saya berharap bahwa ada
penambahan pegawai karena wilayah yang kita jangkau ini cukup luas”.
( wawancara 14 April 2015)
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Selanjutnya pendapat dari bapak A sebagai kolektor bahwa:
“ Saya sendiri bertugas di wilayah Selatan yang saya tagih itu dijalan-
jalan poros saja, saya tidak menagih kalau lorong-lorong.”
(Wawancara 25 Maret 2015)
Adapun aspek yang paling penting dalam pemungutan retribusi adalah
tempat / kondisi serta besarnya biaya pemungutan. Seperti yang dikatakan oleh
seorang kolektor bahwa:
“ Berbicara mengenai tarif itu tidaklah menjadi masalah alasannya
terkadang saya sendiri yang tidak melakukan yang ada di Perda, karena
melihat kondisi warga, misalnya toko. Ada toko yang redup dan ada toko
yang istilahnya pembelinya cukup banyak. Jadi saya lakukan subsidi
silang, misalnya took yang redup ini tagihannya mungkin 15.000ribu trus
toko yang banyak pembelinya 30.000ribu.”
(wawancara 14 April 2015)
Menurut bapak (A) salah seorang pemilik warkop (wajib retribusi)
mengatakan bahwa :
“Pungutan retribusi yang saya bayar selama ini tidak terlalu
memberatkan, saya rasa sudah sepadanlah,dan pembayarannya pun
tidak menyusahkan,tinggal ambil karcis, dan juga tidak memberatkan
saya untuk membayar adapun itu kalau tarifnya mahal tidaklah masalah
yang penting pelayanannya baik, sampahnya tiap hari diangkut dan
usahakan malam lah diangkut.”
(wawancara 14 April 2015)
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas
pemungutan retribusi persampahan ini masih kurang dimana pegawai / kolektor
yang ditempatkan ditiap wilayah kurang. Untuk itu perlu adanya penambahan
pegawai / kolektor untuk lebih mengefektifkan pekerjaan mereka, dan
pengawasan dari Dinas ditingkatkan untuk para kolektor karena ada kolektor
yang melakukan pemungutan tidak sesuai yang ada di Perda.
3. Standar Kerja
Standar kerja merupakan identifikasi tugas pekerjaan, kewajiban, dan
elemen kritis yang menggambarkan apa yang harus dilakukan. Agar berdaya
guna, harus dinyatakan secara cukup jelas sehingga manajer dan bawahan atau
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kelompok kerja mengetahui apa yang diharapkan dan apakah telah tercapai atau
tidak. Dalam upaya pencapaian target penerimaan maka dibuatlah standar kerja
bagi para kolektor retribusi persampahan agar dapat melaksanakan pemungutan
seefektif mungkin.
Hal ini diungkapkan oleh bapak I mengatakan bahwa :
“Untuk kolektor pemungutan retribusi persampahan dibuatkan suatu
standar kerja yaitu 1x24 jam mereka melakukan penagihan dari rumah ke
rumah.”
( wawancara 25 Maret 2015)
Selain itu ia menambahkan bahwa :
“Terkadang juga kolektor kualahan dalam melakukan penagihan ini
karena banyak dari wilayah-wilayah yang mereka harus datangi untuk
melakukan penagihan. Nah ini biasanya membuat kolektor tidak rutin
untuk melakukan penyetoran karena waktu mereka yang habis dijalan”.
(wawancara 25 Maret 2015)
Setelah dikonfirmasi oleh salah seorang kolektor persampahan ia mengatakan
bahwa :
“Saya rasa waktu yang ada untuk melakukan penagihan dilapangan itu
cukup namun saja karena biasanya pada saat melakukan penagihan
terkadang wajib retribusi tidak ada dirumah sehingga itu menjadi
penghambat untuk menyetor”.
(wawancara 14 April 2015)
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa standar kerja
para kolektor pemungut retribusi sudah sesuai dengan aturan. Namun
kedisiplinan para kolektor ini masih harus ditingkatkan karena ini sangat
berpengaruh terhadap realisasi penerimaan dimana tenaga kolektor sebagai
unsur yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan dalam penerimaan
retribusi persampahan Kota Makassar.
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4.MetodePelaksanaan
Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan Kota Makassar
dilakukan setiap hari. Adapun metode pelaksanaan pemungutan retribusi
persampahan sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala keuangan, yaitu :
“Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan di Kota
Makassar selama ini kolektor pemungut retribusi mendatangi langsung
para wajib retribusi, dengan memberikan karcis atau surat alat tagih”.
( wawancara 25 Maret 2015)
Dan kemudian menurut kolektor pemungut retribusi mengatakan bahwa:
“Proses pembayaran retribusi selama ini yang kami lakukan sangatlah
mudah dimana kita hanya mendatangi langsung wajib retribusi kerumah-
rumah atau toko, dan menagih sesuai dengan menggunakan surat alat
tagih”.
(wawancara 14 April 2015)
Sementara dari segi wajib retribusi mengatakan bahwa :
“ Pembayarannya itu petugas pemungut retribusi mendatangi tiap bulan ,
dan memberikan karcis berapa yang harus saya bayar” .
(wawancara 14 April 2015)
Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan metode
pemungutan retribusi persampahan cukuplah mudah, yaitu hanya memberikan
karcis atau surat alat tagih kepada wajib retribusi. Dan dengan menggunakan
karcis diharapkan tidak terjadi penyelewengan dalam hal pemungutannya,
sehingga semua hasil dari pemungutan retribusi masuk ke kas dan menyetornya
kebendahara.
V.2.3 Actuating( Pelaksanaan)
Di dalam manajemen, pelaksanaan ini bersifat sangat kompleks karena
disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari
manusia-manusia itu sendiri. Pelaksanaan dalam hal ini  bertujuan agar semua
anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan
perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.
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Adapun bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan
Kebersihan  sesuai dengan keterangan bapak A bahwa :
“Setiap hari kami turun kelapangan disamping melakukan
pengawasanpada proses pemungutan retribusi persampahan, juga
memberikanarahan kepada para kolektor agar menjalankan tugasnya
dengan baikdan bertanggungjawab yang mana ada aturan kepegawaian
yang mengatur”.
( wawancara 25 Maret 2015)
Kemudian ditambahkan bahwa:
“ Kami juga turun kelapangan itu biasanya kami mendatangi warga, kami
menanyakan bagaimana pelayanan dilakukan oleh petugas kami, jangan
sampai ada masalah”.
(wawancara 25 Maret 2015)
Bentuk pelaksanaan yang lain bisa juga di lihat dari bagaimana sistem
penggajian para kolektor dan reward yang di berikan jika target yang
direncanakan bisa tercapai. Seperti yang dikatakan oleh bapak M bahwa:
“ Seharusnya itu ada insentif atau penghargaan khusus yang di berikan
kepada Para kolektor yang kinerjanya bagus tetapi sampai sekarang ini
tidak ada. Padahal jika itu ada maka itu akan menambah semangat para
kolektor dalam melaksanakan tugasnya” .
(wawancara 25 Maret 2015)
Selanjutnya syarat para kolektor menurut bapak A mengatakan bahwa :
“ Kolektor yang ada ini berstatus PNS dan honorer karena kalau bukan
PNS atau tenaga honorer nantinya mereka memakai uang hasil tagihan
yang mereka tagih”.
( wawancara 25 Maret 2015)
Setelah dikonfirmasi pada bapak I salah satu kolektor mengatakan bahwa :
“ Ya harapannya itu ada kontribusi lebih lah yang bisa diberikan kepada
kami, karena tugas ini cukup berat untuk kami lakukan dan akan lebih
memotivasi kami untuk bekerja” .
(wawancara 13 April 2015)
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan selama ini pihak
Dinas belum pernah memberikam reward kepada para kolektor yang
menjalankan tugas sebagai pemungut retribusi persampahan. Untuk itu
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pemerintah daerah atau Dinas terkait perlu memberikan reward atau
penghargaan bagi para kolektor karena dengan adanya hal tersebut akan
memotivasi mereka untuk semangat bekerja.
V.2.4  Pengawasan
Dengan adanya pengawasan yang baik maka kecenderungan akan
timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan
retribusi persampahan dapat ditekan seminimal mungkin. Pengawasan dalam
pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan merupakan hal yang sangat
penting. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang
dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi persampahan bisa diatasi.
Melalui pengawasan ini dimaksudkan  untuk mengetahui apakah program atau
kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana.
Dalam pengawasan penerimaan retribusi persampahan Kota Makassar
dilakukan ada 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan
pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala
Keuangan dan pengawasan tidak langsung dilakukan beberapa staf pegawai
Dinas yang telah ditugaskan sebelumnya.
1.Pengawasan Langsung
Pengawasan langsung dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Keuangan
yaitu langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan
kegiatan dilapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi
persampahan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak A bahwa:
“ Setiap hari saya turun kelapangan, karena itu merupakan tugas saya
selaku kepala keuangan, dan memastikan apakah kolektor sudah
melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan
bahwa semua wajib retribusi persampahan sudah membayar
kewajibannya”.
(wawancara 25 Maret 2015)
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Selain itu ia menambahkan bahwa :
“ Untuk melakukan pengawasan kepada para kolektor maka selalu
dilakukan pengecekan terhadap karcis atau alat tagih setiap selesai
pemungutan retribusi sampah, hal ini dilakukan agar bisa mengetahui
kolektor mana yang melakukan kelalaian bisa dilihat dari jumlah setoran
pungutan retribusi”.
(wawancara 25 Maret 2015)
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pengawasan
yang dilakukan oleh Kepala keuangan sebagai penanggungjawab penerimaan
retribusi persampahan sudah baik karena setiap hari turun kelapangan
mengawasi para personilnya dalam melaksanakan pemungutan untuk
menghindari terjadinya kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat
pencapaian penerimaan retribusi persampahan di Kota Makassar.
Adapun bentuk sanksi yang diberikan pada kolektor jika melakukan
kelalaian dalam melaksanakan tugasnya serta wajib retribusi yang tidak
membayar kewajibannya sesuai dengan penjelasan yang diberikan bapak A
bahwa :
“Untuk para kolektor yang melakukan kesalahan tentunya kami akan
memberikan pengarahan agar kolektor tersebut tidak mengulangi
kesalahannya dan lebih bertanggungjawab pada tugas yang diberikan.”
(Wawancara 25 Maret 2015)
Selain itu ia menambahkan bahwa :
“ Kami juga mempunyai aturan bagi wajib retribusi yaitu bila ada wajib
retribusi yang sudah berturut-turut tidak membayar kewajibannya maka
kami akan mendatangimereka.”
(wawancara 25 Maret 2015)
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa bagi kolektor
dan wajib retribusi yang melakukan kelalaian yang berulang-ulang kali maka
akan diberikan sanksi ini untuk peningkatan pengelolaan retribusi persampahan
sehingga apa yang diharapkan oleh semua pihak bisa tercapai . Karena jika
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pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini menyepelehkan sanksi terhadap
yang melanggar maka tidak akan pernah ada kemajuan .
2. Pengawasan Tidak Langsung
Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan
secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat
dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagaimana
mestinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak M mengatakan bahwa:
“Kami melakukan pengawasan dengan melakukanevaluasipertahunnya
guna melihat letak kekurangan dalam proses penerimaan pemungutan
retribusi persampahan ini. Dan yang paling penting pengawasan terhadap
karcis/ alat tagih”.
(Wawancara 25 Maret 2015)
Pelaksanaan kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan untuk
meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada retribusi persampahan,
sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap
mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan yang mana
diharapkan mampu mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahun
anggaran.
Dari keseluruhan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa
untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota
Makassar untuk pengawasan langsung sudah sesuai rencana, tetapi harus lebih
maksimal lagi. Disatu sisi pengawasan tidak langsung hanya mengandalkan
laporan-laporan semata. Untuk itu perlu melakukan lagi pengawasan yang rutin
kelapangan guna melihat secara langsung pelaksanaan pemungutan retribusi
persampahan. Dan menilai apakah pelaksanaan pemungutan retribusi
persampahan ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dan tidak hanya
berfokus pada pengawasan terhadap laporan yang sudah masuk.
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V.3 Kendala-Kendala yang didapatkan dalam Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Persampahan di Kota Makassar
Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan bukan berarti
dapat berjalan dengan lancar, ada banyak hambatan dan kendala yang bisa saja
terjadi, seperti hasil penelitian diatas, sehingga pemungutan retribusi
persampahan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kendala atau hambatan
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh para
pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan Kota
Makassar.
Kendala-kendala lain yang didapatkan dalam pelaksanaan pemungutan
retribusi persampahan ini, hasil wawancara dengan bapak B menyatakan bahwa:
“ Warga yang mempunyai lahan sendiri untuk membuang sampahnya
sehingga merasa bahwa tidak perlu membayar retribusi, kemudian
jangkauan wilayah yang masih terbatas, kemampuan personil dilapangan
untuk memberikan pelayanan yang belum memuaskan.”
(wawancara 26 Maret 2015)
Kemudian bapak I mengatakan bahwa:
“ Saya sendiri sebagai wajib retribusi memang tiap bulannya saya
membayar tetapi perlu juga pemerintah mensosialisasikan akan Perda
sendiri dari retribusi ini, karena saya rasa bahwa sosialisasi ini belum
merata disampaikan kepada warga.”
(wawancara 16 April 2015)
Adanya petugas / kolektor yang menyimpang tentang besaran tarif di
lapangan yang tidak sesuai diPerda ini merupakan suatu penyelengan dari
aturan yang sudah ditetapkan.
Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penerimaan
retribusi persampahan Kota Makassar ini masih kurang. Hal ini dipengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain :
a. Kesadaran wajib retribusi
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b. Kemampuan masyarakat dalam membayar
c. Sosialisasi yang tidak merata
d. Adanya wilayah yang tidak terjangkau
e. Adanya warga yang tidak terdata sehingga mereka hanya membayar
kepada pihak yang bukan dari pegawai resmi.
f. Warga yang mempunyai lahan sendiri sehingga merasa bahwa tidak
perlu untuk membayar retribusi.
g. Tingkat pelayanan yang belum maksimal (dalam hal ini keterlambatan
sampah warga diangkut sehingga warga enggan untuk mau
membayar).
h. Adanya petugas yang melakukan penyelewengan mengenai besaran
tarif retribusi persampahan.
i. Perda yang belum efektif dilaksanakan.
V.4 Upaya-upaya untuk mengatasi Hambatan dalam Pemungutan Retribusi
Persampahan  Kota Makassar
Setiap masalah tentunya diperlukan penyelesaiannya agar kembali
menjadi baik. Mengenai hambatan pelaksanaan retribusi persampahan ini
tentunya pihak Dinas perlu memikirkan solusi agar pelaksanaan retribusi
persampahan dapat berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan, sehingga
diperoleh pendapatan retribusi persampahan sesuai yang ditargetkan dan
pelayanan yang bisa memuaskan .
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Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dikemukakan sebelumnya,
upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah:
1. Pengalihan kewenangan ke Kecamatan untuk mengelolah
rertibusi pelayanan persampahan
Demi kelancaran dan efektifnya pengelolaan retribusi
persampahan pihak Dinas kini telah melakukan suatu kebijakan yaitu
adanya pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi persampahan
kepada camat untuk mengelolah sendiri retribusi dari sampah ini. Ini
bertujuan untuk lebih menyederhanakan sistem pungutan retribusi dan
lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan
2. Meningkatkan Infrastruktur
Agar warga merasa nyaman diperlukan adanya sarana dan
prasarana yang memadai. Pihak Dinas telah berusaha meningkatkan
sarana dan prasarana dilapangan tersebut dengan menambah tempat
pembuangan sampah, mobil kontainer. Dengan sarana dan prasarana
yang memadai diharapkan warga merasa nyaman dan membayar
retribusi persampahan sesuai kewajibannya.
3. Peningkatan Pengawasan
Agar pelaksanaan retribusi persampahan dapat berjalan dengan
baik maka pihak Dinas terus meningkatkan pengawasan yang dilakukan.
Dimana dalam hal ini sudah ada pegawai khusus ditugaskan turun
kelapangan untuk memantau pelayanan dan pemungutan retribusi. Baik
pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan
retribusi persampahan dilapangan. Dengan demikian diharapkan para
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul
“Manajemen Pelayanan Retribusi Persampahan di Kota Makassar: Studi Kasus
Pelayanan Retribusi Persampahan Kecamatan Tamalanrea, ada beberapa hal
yang menjadi kesimpulan, yaitu:
1. Perencanaan retribusi persampahan kota Makassar terdiri dari
penentuan target, pendataan retribusi dan sosialisasi. Namun
perencanaan tersebut belum efektif dimana dari segi pendataan pihak
Dinas tidak turun langsung kelapangan untuk melakukan pendataan,
hanya berpatokan pada data dari PLN dan PDAM. Kemudian dari segi
sosialisasi belum merata dilakukan kepada masyarakat sehingga
banyak masyarakat belum mengetahui tentang adanya Perda retribusi
persampahan.
2. Pengorganisasian retribusi persampahan Kota Makassar diri dari
sumber daya, pembagian kerja, standar kerja dan metode
pelaksanaan. Adapun jumlah anggota yang bertugas untuk memungut
retribusi ditiap-tiap wilayah atau 14 kecamatan berjumlah 26 orang,hal
ini belum efektif karena wilayah Kota Makassar cukup luas jika hanya
26 orang saja yang bertugas .
3. Pelaksanaan retribusi persampahan Kota Makassar, tidak adanya
pemberian reward kepada para kolektor terkadang membuat mereka
untuk tidak semangat dalam melakukan penagihan, karena wilayah
yang mereka jangkau cukup luas untuk melakukan pekerjaan tersebut
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4. Pengawasan retribusi persampahan Kota Makassar yang dilakukan
pihak Dinas sudah baik. Namun dari segi pengawasan tidak langsung




Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan
Manajemen Pelayanan Retribusi Persampahan di Kota Makassar adalah sebagai
berikut :
1. Untuk memperoleh data yang akurat berdasarkan potensi wilayah yang
sebenarnya pihak Dinas atau pemerintah yang berwenang harus
mengeluarkan dana untuk melakukan pendataan dan bekerjasama
dengan kecamatan, RT, dan RW dalam pendataan retribusi.
2. Sosialisasi tentang Perda retribusi persampahan perlu ditingkatkan
agar semua masyarakat di Kota Makassar dapat mengetahui fungsi
dari membayar retribusi persampahan.
3. Pihak Dinas juga perlu memperhatikan atau memberikan reward
kepada pegawai / kolektor agar mereka lebih termotivasi untuk
melakukan pekerjaan mereka.
4. Perlunya pihak Dinas meningkatkan kuantitas sumber daya manusia,
dalam hal ini jumlah kolektor / pemungut retribusi yang bertugas
melaksanakan pemungutan retribusi persampahan perlu ditambah lagi
agar seimbang dengan potensi wilayah yang ada di Kota Makassar.
5. Bagi pihak Dinas agar lebih tegas untuk memberikan sanksi kepada
petugas / kolektor yang melakukan penyelewengan mengenai besaran
tarif retribusi yang mereka tagih di lapangan karena adanya petugas
yang melakukan penagihan tidak sesuai dengan yang ada didalam
Perda.
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6. Sebaiknya untuk pengawasan tidak langsung, pihak Dinas tidak hanya
bertumpu pada laporan dari bawahan tetapi lebih meningkatkan
pengawasan di lapangan agar tidak terjadi kekeliruan.
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